
c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613), sebagairnana tclah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan 
tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan 
ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, 
sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan 
penyesuaian; -- 

: a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan 
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo 
Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun Anggaran 2013; 

Menimbang 

DENOAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO TAHUN ANOOARAN 2013 

TENTANG 

BUPATI PURWOREJO 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 

NOMOR: 12TAHUN 2013 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Pcrbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pcmeriksaan Pcngelolnan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 
Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437), scbagaimana 
telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200<1 
tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pcrubahan Ketiga Atas Pcraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 712); 

.. 



12. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Pemerint.ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (I..embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;) 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum; 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

27. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pcnyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008 
tentang pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2007 Nomor 3); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 
Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2008 Nomor 4); 

--·~ ,, .. , 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18); 

38. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55.1 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Barang Milik 
Daerah {Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 
Nomor55.l); 

39. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7); 

40. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Supati Purworejo 
Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo (Serita Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2011 Nomor 30); 

41. Peraturan Supati Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2013 (Serita Daerah Kabupaten 
PurworejoTahun 2012 Nomor 18); 

42. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23. l Tahun 2012 
tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo 
{Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 
23.1 ); 

43. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2012 Nomor 49); 

44. Peraturan Supati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 
(Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 
53); 

45. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2012 Nomor 57); 

46. Peraturan Bupati Purworejo Nomor l Tahun 2013 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Kabupaten Purworejo (Betita Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor l); 

- .. 



(1) Kepala OPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas : 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. menyusun rancangan APBO dan rancangan Perubahan APBD; 
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
d, melaksanakan fungsi BUD; 
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 
f. melaksanakan tugas lainnya bcrdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh Bupati. 

Pasal 6 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Kctentuan Pasal 1 pada angka 30 dan angka 31 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
30. Bcndahara Penerimaan SKPKD adalah staf yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, mcnyetorkan, rnenatausahakan dan 
mcmpertanggungjawabkan uang pencrimaan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang bersumber dari 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (hasil penjualan aset 
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan 
ganti rugi, sumbangan pihak ketiga, penerimaaan lain-lain), Dana 
Alokasi Umurn, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil 
Bukan Pajak, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan 
Penerimaan Pembiayaan. 

31. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah staf yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Sunga, 
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bclanja Bagi Hasil, Belanja 
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran 
Pembiayaan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 dengan 
tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworcjo Nomor 57 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 57), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATl PURWOREJO NOMOR 57 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKAN : 



(1) Kepala ULP/ Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan wajib 
rnernenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. mcmiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

Pasal253 

3. Ketentuan Pasal 253 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(6) Kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokurnen yang 
berkaitan dengan masalah keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban untuk berkonsultasi 
terlebih dahulu kepada PPKD apabila menyangkut hal-hal strategis 
dan selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan kepada 
PPKD. 

(5) Pejabat yang ditunjuk scbagai Pelaksana Harian (Pih) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat menandatangani dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan masalah keuangan. 

(4) Apabila PPKD berhalangan sementara dalam waktu sekurang 
kurangnya selama 7 (tujuh) hari, antara lain karena sedang 
melakukan kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri, 
mcngikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah 
haji, menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain 
yang sah scsuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat 
yang berwenang dapat menunjuk pejabat di lingkungan DPPKAD 
sebagai Pelaksana Harian (Pih) sesuai dengan aturan kepegawaian 
yang berlaku. 

(3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati 
melalui Sekretaris Dacrah. 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf d berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 
e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah; 
f. menetapkan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 

atas nama Pemerintah Daerah; 
h. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah; 
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
j. melaksanakan kebijakan dan pedornan pengelolaan serta 

penghapusan Barang Milik Daerah. 
k. menunjuk pejabat di lingkungan DPPKAD sebagai Kuasa BUD. 

.. -., , 
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(3) Togas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat 
Pengadaan meliputi: 
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website 

Pemerintah Kabupaten Purworejo dan papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kabupaten 
Purworejo untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi 
atau pascakualifikasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap 
penawaran yang rnasuk; 

g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 
1. menjawab sanggahan; 
2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a) Pelelangan atau Pcnunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus 
miliar Rupiah); atau 

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Jasa Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 
10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah). 

3. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom; 

4. mernberikan data dan informasi mengenai penyimpangan 
dan/atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jase kepada Kepala ULP; 

5. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
6. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala 

ULP. 
h. khusus Pejabat Pengadaan: 

1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 
a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai 
paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah); 
dan/ at.au 

b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 
(Lima puluh jut.a Rupiah); 

(2) Persyaratan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, dikecualikan bagi 
Kepala UL,P. 

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ 
Kelompok Kerja UL,P/ Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; 

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; 
e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa sesuai 

dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan 
f. menandatangani Pakta Integritas. 

• • > 



(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
untuk : 
a. SKPD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus 

Pegawai Negeri, maka Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja 
ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai yang bukan 
Pegawai Negeri. 

b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, maka anggota 
Kelompok Kerja ULP/Pejabal Pengadaan dapat berasal dari 
bukan Pegawai Negeri. 

(6) Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri 
Sipil Daerah, baik dari SKPD/ Unit Kerja sendiri maupun SKPD/ 
Unit Kerja Jainnya. 

(5) Selain tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalarn hal 
diperlukan, Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan dapat 
mengusulkan kepada PPKom: 
a. perubahan HPS; dan/atau 
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

(4) Togas pokok dan kewenangan Kepala ULP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 
b. menyusun program kcrja dan anggaran ULP; 
c. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di ULP dan 

melaporkan apabila ada penyimangan dan/atau indikasi 
penyimpangan; 

d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/ Jasa kepada Bupati; 

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya 
manusia pada ULP; 

f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok 
Kerja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok 
Kerja ULP; 

g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja ULP yang 
ditugaskan di ULP kepada Bupati/PA/KPA apabila terbukti 
melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/ 
atau korupsi, kolusi dan nepotisme. 

2. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom; 

3. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; 

4. membuat Japoran mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan 

1. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

,,, .: . 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 20 J 3 NOMOR 12 SERI A NO MOR 1 

TRIHANDOYO 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013. 

Pasal ll 

(9) Kepala ULP dan Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: 
a. PPKom; 
b. Pejabat Penanda Tangari Surat Perintah Membayar (PPSPM); 
c. Bendahara; dan 
d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/ anggota ULP untuk 

Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan SKPD/Unit Kerjanya. 

(8) Dalam ha! Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/ atau 
memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/ Pejabat 
Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari 
Pegawai Negeri Sipil Daerah atau swasta. 

 


